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ABSTRAK 

Agunawan. 201910115269. “Implementasi pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana tentang pengembalian berkas perkara pidana dari 

penuntut umum kepada penyidik (studi kasus di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi)” 

Permasalahan dalam prapenuntutan ini terjadi sejak Kitab Undang-undang Hukum 

Acara Pidana diberlakukan karena Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

sendiri tidak memberikan penormaan mengenai berapa kali penuntut umum 

mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik.  

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui implementasi proses pengembalian berkas 

perkara dari Penuntut Umum kepada Penyidik di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, 

Untuk mengetahui dasar pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan 

Pengembalian berkas perkara pidana di Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif yuridis. 

Pendekatan Normatif yuridis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan 

hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan 

yang nyata. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Bekasi 

menjalankan pelaksanaan prapenuntutan berdasarkan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar 

Operasional Prosedur (SOP) penanganan perkara Tindak Pidana Umum, khususnya 

Prapenuntutan. Dalam proses prapenuntutan, Penuntut Umum menerima berkas 

perkara penyidikan dari penyidik dan kemudian menilai apakah hasil penyidikan 

tersebut dianggap lengkap atau belum lengkap. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri 

Kota Bekasi menggunakan KUHAP sebagai dasar pertimbangan dalam melakukan 

prapenuntutan.Proses prapenuntutan diawali dengan penerimaan Surat 

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik kepada Penuntut 

Umum, sesuai dengan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Hal ini menyebabkan Kejaksaan 

Negeri Kota Bekasi terlibat dalam kasus yang disebutkan dalam Surta Perintah 

Dimulainya Penyidikan (SPDP). Selain itu, Kejaksaan Negeri Kota Bekasi juga 

menerapkan PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Penanganan perkara Tindak Pidana Umum, yang mencakup ketentuan dari Pasal 8 

hingga Pasal 12. 

Kata Kunci: Kewenangan Kejaksaan, Prapenuntutan, Tindak Pidana Umum 
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ABSTRACT 

Agunawan. 201910115269. "Implementation of Article 138 paragraph (2) of the 

Criminal Procedure Code regarding the return of criminal case files from public 

prosecutors to investigators (case study at the Bekasi City District Attorney)" 

This pre-prosecution problem has occurred since the Criminal Procedure Code 

was enacted because the Criminal Procedure Code itself does not provide norms 

regarding the number of times the public prosecutor returns the investigation file 

to investigators. 

The purpose of this study was to find out the implementation of the process of 

returning case files from the Public Prosecutor to Investigators at the Bekasi City 

Public Prosecutor's Office, to find out the basic considerations of the Public 

Prosecutor in returning criminal case files to the Bekasi City Public Prosecutor's 

Office. The approach used in this study is a normative juridical approach. The 

juridical normative approach is to identify and conceptualize law as a real and 

functional social institution in a real life system. 

The results showed that the Bekasi City Public Prosecution Service carried out pre-

prosecution based on the Criminal Procedure Code (KUHAP) and PER-

036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for handling 

general criminal cases, especially pre-prosecution. In the pre-prosecution process, 

the Public Prosecutor receives the investigation case files from the investigator and 

then assesses whether the results of the investigation are considered complete or 

incomplete. The Public Prosecutor of the Bekasi City Public Prosecutor's Office 

uses the Criminal Procedure Code as a basis for consideration in carrying out pre-

prosecution.The pre-prosecution process begins with the receipt of a Notice of 

Commencement of Investigation (SPDP) from the investigator to the Public 

Prosecutor, in accordance with Article 109 Paragraph (1) of the Criminal 

Procedure Code. This led to the Bekasi City District Attorney being involved in the 

case mentioned in the Investigation Commencement Order (SPDP). In addition, the 

Bekasi City District Attorney also implemented PER-036/A/JA/09/2011 concerning 

Standard Operating Procedures (SOP) for Handling General Crime cases, which 

includes provisions from Article 8 to Article 12. 

Keywords: Prosecutor's Authority, Pre-prosecution, General Crime 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 “Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, 

padahal kamulah orang orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu 

beriman.” (QS. Ali Imran 139) 

 “Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah 286) 
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 Istri dan anak-anakku tercinta, semoga 

hidayah Allah membersamai langkah kita 

dalam mengarungi  kehidupan ini. 

 Kakak-kakakku tersayang, yang membuatku 

berdiri tegak hingga saat ini. Semoga Allah 

memberikan balasan yang terbaik. 

 Seluruh keluargaku, tiada yang lebih 

membahagiakan diri ini bila mampu 

membahagiakan kalian dunia dan akhirat. 
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